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GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

NOMOR 60 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2020

Menimbang

Mengingat :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

b,

GUBERNUR KEPULAUAN RIAL,

bahwa sehubungan dengan keadaan yang menyebabkan
pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar jenis
belanja, keadaan yang menyecbabkan sisa anggaran lebih
tahun anggaran sebelumnya digunakan untuk menutup
pembigyaan dalam tahun anggaran berjalan perlu
dilakukan perubahan’ Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimai-tsud
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pocndapatan dan

Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran
2020; :

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 4237);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
MNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 428!5:];

Undang Undang WNomor 1 Tshun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanpggungjawab Keuangan
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Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik:
Indonesia Nomor 4400,

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Heuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonegia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
FPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah [Lembaran [Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan L-E::mbﬂ.rﬂn
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6410);

Peraturan Pemerintah Nomer 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 MNomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4573);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal I:Lcmbaran' Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 MNomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Pemerintah, Laporan Keicrangan Pertanggungjawaban
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Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kepada Masyarakat (Leribaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Kepublik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 4697);

Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Admnistratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republilk
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan  Keuangan Dacrah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua "Atas  Peraturan  Menteri
Dalam Negeri Nomoer 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor &6 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor B
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2020 (Berita Nepara
Eepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

Peraturan Daerah, Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan .Jangka
Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2005-2025




Menetapkan
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{Iﬂtmhnmn Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tabun 2009

Nomor 2);

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah: Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2007 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6

T

Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Dacrah 1

Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan I{ﬂiangun Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Daerah Prﬂ"ﬂ.l’lﬁl Kepulauan Riau
Momor 16];

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor &
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-
2021(Lembaran Daerah Provinsi Kepulnuan Riau Tahun
2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Kepulauan Riau Nomor 42) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor
1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2016 tentang ‘

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 (Lembaran ',

Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerali Provinsi Kepulauan Riau
Nomor 49);

Peraturan Daerah Fmﬁnsi Kepulanan Riau Nomor 4 °

Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 (Lembaran
Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 4);

Peraturan CGubernur Kepulauan Riau Nomor 47 Tahun
2019 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2020 (Berita Dacrah Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomeor 615);

Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 77 Tahun

2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan,

Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Kiau Tahun Anggaran
2020 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019
MNomor 645);

MEMUTUSEAN:

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAIN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN
ANGGARAN 2020.




Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulavan Riau
Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp3d 957.832.227.023,00 berkurang
sejumlah Rp28.312.808.273,03 sehinpga menjadi Rp3d.929.519.418.749,97
dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula Ep 3.882.832.227.023,00 8

b Berkurang Ep [358.679.060.325,60) -

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp 3.524.153.166.687,40
2. Belanja

a. Semula Rp 3.957.832.227.023,00

b. Berkurang Rp [28.312.808.273,03).

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp 3.929.519.418.749,97

3. Pembiayaan
a. Penerimaan

1) Semula Ep  75.000.000.000,00
2] Bertambah Ep 330,.366.257 062 57
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Ep 405.366.252.062 57
b. Pengeluaran ,
1) Semula Rp 0,00
Z] Bertambah Rp 0,00 5
Jumlah Pengeluaran setelah Perubshan Rp 0,00
Jumial Pembiayaan Netto setelah Perubahan Ep 0,00

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun
Berkenaan setelah Perubahan Ep 0,00

Pasal 2

Penjabaran Perubahan Angparan Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana |
dimaksud dalam Pasal 1 disebutkan dalam Lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3
Apabila proyeksi penerimaan pendapatan  daerah  tidak tercapai, maka

Gubernur dapat melaksanakan upaya pengendalian kas daerah dalam rangka
pengelolaan keuangan daerah secara sehat,

'-——-— —
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Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Peranglat Daerah sesuai deng.gm
ketentuan perundang-undangan. 2

Pasal 5
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pensundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan
Riau. '
Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tangzal 26 NOVEMBER 2020

Pjs. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, |

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal26 NOVEMBER 2020

SEKRETARIS DAERAL

ﬁiiRlTh DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2020 NOMOR714 '




